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Refsersi-l

PERKEMBANGAN DAN TA TANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI IT{DONESIA

A. Perdahuluan

l. Kons€p Dasar Pendidikan Inklusif

HUlqAt'l RIGHIS
1. All chidren lEve thr right to leam togedEr.
2. Childrcn should not E demlud or discri,ninad againts by Eing excluded or

sent away btrausc of their diebility or laming difrculty.
3. Digbld adulg desoibing thsn*lws as sryial sh@l surviwA are

defianding an and to sqtqation.
4. |herc arc no lqitimate Easons to seqrate chidren for their ducation.

Aidren blstg tqether - with advantages and funefib for ewryone. They
do not ned to fu ptffid fton each other.

GOOD EDUCATTON
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Sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia telah memiliki s€mboyan

penyemangat dan pernersatu bangsa, yaitu Shln€ka TurtEEl lkha". Inti dan

semboyan ini menegaskan bahwa Indonesia sangat menghargai kebhinekaan dan

keberagaman. PerHaan dan keberagaman tidak dipandang sebagai p€nghalang,

tetapi justru dipergunakan sebagai kekuatan untuk membangun bangsa.

Implementasi semangat bhineka tunggal ikha dalam bidang pendidikan secara

eksplisit telah tertuang pada Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1)

"Setiap rvarga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat (2) "Setiap warga

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Hal ini sejalan denqan pemyataan Salrmanca (1994) butr I "&luation systems

shtuld bke into ac@unt the wi4e dive$ity of chidrcn's different chanc@n'si6

and neds'dan deklarasi Dakar (2000) tenbng " Hucation for All"(EFA).

Lebih lanjut, untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik dan kebutuhan

peserta didik direkornendasikan menggunakan sist€m pendidikan yang inklusil

UNESCO mengajukan 10 kebaikan sistem pendidikan inklusif, yaitvi " Inclusive

eduatiol is a human righ| i6 qod ducdtion aN it makes god fiial sence



5, Resarch shows children do betbr, acddni:auy and ecially, in inclusive
setttngs,

6. There is no badting or are in a sqtqaN shel tvhich annot take place
in an odinary $hool.

7. Given @nmitnent and suwst inclusiw eduation is a more eficent use of
educaa:onal Esources

socal sEt6E
8. Sqrega@ Eacher dildrcn b be feafil, ignonnt and breeds prejudEe.
9. All children ned an ducation hat help fien develop relationships and

preqre tlwl1 fur lire in the mainsteam.
lo.Only inclusion has the pobntial to tdue fear and to build friendshD r6@ct

and unde$bnding.

UNESCO (f994,2000 dan 2003), menegaskan bahwa inklusi merupakan prinsip

utama yang dipakai dalam mengatasi berbagai isu pernerataan dan perbedaan

dalam pendidikan serta untuk meningkatkan kualibs sistem pendidikan ecara

keseluruhan. Implikasi dari penegasan tersebut, dibutuhkan ketegasan tentang

konsep peserb didik dalam pendidikan inkusif ini, agar tidak terjadi kerancuan

dalam penanganannya. Mengacu pada pernyataan Salamanca di atas,

sasaEn/peserta didik dapat dilihat dari perbedaan karakteristik dan kebutuhan

yang pedu diakomodasl dalam pendidikan, yang selanjuhya disebut "sptrlirl

educational ned{ di lrd,onef,ia digunakan sebutan anak berkebutuhan khusus

(ABK). Secara umum sasaran/pesefta didik ini dibedakan menjadidua, yaitu:

(1) peserta didik yang oleh karena kondisi internalnya mereka mengalami

kecacatan/kelainan (disabilit 4 sehingga membutuhkan layanan pendidikan

khusus, seperti (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, anak berbakat

dan berkecerdasan istimewa, autis dan sebagainya)

(2) peserta didik yang oleh karena faKor ekstemal mereka mengalami hambatan

dalam belajar sehinqga membubhkan layanan pendidikan khusus, seperti

anak-anak dengan hambatan fal&or gender, Ethnt origiA Wdl<inq children,

Childen aM by HIU/AID, Children of migrant workeO Children aM
by natural digsteA Rural (including runl exdus) Aiuren in rcmob areas

and remoE idandt Ethnic minority chiuren placd in alEmative care,

Childrcn living and/or ,/o*ir1g in the st!@B, Olildren invol@ in juyenile

jusnce synen, A bren living in pvetty/exteme (rekomendasi Bukitinggi

Indonesia, 2005).
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Sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

Nasional, Pasal 32 ayat (2) Peserta didik yang membutuhkan layanan

pendidikan khusus adalah anak-anak (di daerah terbelakang / terpencil /
pedalaman / pulau-pulau, anak Tenaga Kerja Indonesia CIXI) di luar negeri,

Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), masyackat etnis minoritas terpencil,

pekerja ana& pelacur anak / trafRcking, lapas anak, anak jalanan, anak

pe!'nulung, pengungsi (karena gempa, konffik), Miskin ekstrim).

Bagi peserta didlk berkelalnan (disabiltty), pemerintah menyediakan model

sekolah khusus (qecial school, dan sekolah inkluslt (inclusive schooD.

Sedangkan bagi peserta didik yang karena factor ekstemal mengalami hambatan

dalam belajar atau pendidikannya, pemerintah telah menyediakan beberapa

model Pendidilcn Layanan Khusus (PLK) yang diselenggarakan dalam bentuk

pendidikan non formal, maupun informal, yang disesuaikan dengan kondisi dan

kebutuhan peserta didik.

2. Konteks Sosial Budaya

Indonesia sebagai negara yang terbagi-bagi (hagnEnbO, yang tefragmentasi

secara geologikal dan secara geografis, berdampak pada sebaran penduduk yang

Udak merata.

Pada beberapa wilayah ditemukan kelompok kecil penduduk mendiami kawasan

yang secara geografis terisolir/terpencil. Kelompok-kelompok penduduk terisolir

ini, pada umumnya dihadapkan pada problema yang kompleks, seperti problem

sosial, pmblern ekonomidan poblem pendidikan. Sebagai contoh, bagi anak suku

rimba di pedalaman Jambi Sumatera, mereka hampir tidak mengenal pendidikan

formal. Sejak kecil anak-anak rimba dilatih berburu oleh orang tuanya untuk

memperbhankan hidupnya, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan

dasar mengalami hambatan. Begitu pula dengan Suku Kajang di pedalaman

Sulawesi Selatan, mereka memiliki budaya mernepertahan adat istiadat natural

yang cenderung tertutup. Mereka sangat selektif terhadap budaya yang datang

dari luar, Mereka juga tidak mau menggunalcn alat-alat modem, sepertj obat-

obatan kimia, kendaraan bermotor, pompa air maupun alat-alat eleKronik,
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Indonesia juga dikenal sebagai negara multi etnik terbesar didunia, data terakhir

ditemukan lebih dari 70O ehik. Setiap ehik memiliki budaya dengan pranata

sosial yang berbeda. Pada umumnya setlap ehik juga memiliki adat istidat

maupun bahasa daerah yang berbeda.

Konteks sosial budaya yang beragam ini, secara umum potensial menimbulkan

kerawanan yang menjurus pada disinEgrasi. Sedangkan dalam perspektif

pendidikan potensial menimbulkan hambatan dalam belajat (furies to leaming),

sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambaL

3. Konteks Perahtran Perundang-undangan

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia adalah sebagai
berikut:

a. UUD 1945 (amandemen) Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara befiak
mendapat pendidikan; ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

b. UU No. 20 Tahun 2003 tenbng Si$im Pendirjikan Nasional (Sdiknas)
- Pasal 3 "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqv{a kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

- Pasal 5 ayat (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi pes€rta

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran
karena kelainan fisik, emosional, mental, social; ayat (2) Warga negara
yang mempunyai kelainan fisil! emosional, mental, intelektual, dan/atau
sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

- Pasal 5 ayat (1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang
pendidikan.
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- Pasal 32 ayat 2
a. daerah terbelakanq / terpencil / pedalaman / pulau-pulau, anak TKI,

SILN (Sekolah Indonesia di Luar Negeri)
b. masyarakat etnis minoritas terpencil
c. pekerja anak, pelacur anak / tramcting, lapas anak, anak jalanan, anak

pemulung
d. pengungsi (gempa, konflik)
e. Miskin ekstim



- Pasal 107 "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikut proses pembelajaran
karena kelajnan fisilq emosional, mental, intelektual, sosial, serta memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa".

- Pasal l0S "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidlkan bagi peserta
didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil,
dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari
segi ekonomi".

c. UU No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
Pasal 5 "Seuap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

d. UU No. 23 tahun 2002 Entang Perlindungan Anak- Pasal49 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua $/ajib memberikan
kes€mpatan yang seluasluasnya kepada anak untuk mempeoleh
pendidikan.

- Pasal 51 "Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan
kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan
biasa dan pendidikan luar biasa".

e. Salamanca Statement (1994)
- Education systems should take into account the wide diversity of children's

different characterisics and needs.
- Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means

of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities,
building an inclusive society and achieving education for all; moreover, they
provide an effective education to the majonty of children and improve the
emciency and ultimately the cost-effectivenness of the entire education
system.

- Govemments should Adopt as a matter of law or policy the principle of
inclusive education... unless there are compelling reasons for doing
otherwise'

f. Deklarasi Dakar tentang Pendidikan Untuk Semua (2000)
- Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawaEn dan pendidikan anak

dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang
beruntung

- Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua analq khususnya anak
perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk
minoritas etni& mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang
bebas dan ',vajib dengan kualitas baik

- Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang
dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program behjar
dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.
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g. Deklarasi Bandung (8-14 Agustus 2004) tentang Komitrnen Indonesia Menuju
Pendidikan Inkusif
. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya

mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik
dalam bidang pendidikan, kesehatan, soslal, kesejahteraan, keamanan,
maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.

. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya
sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang
manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan
kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskiminagf yang merugikan
eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis,
hukum, politis maupun kultural

. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif
yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan pmduktif antara pemerintah/
institusi pendidikan, institusi brkait, dunia usaha dan industri, orang tua
serta masyarakat.

h. Rekomendasi Bukittinggi (2005)
Penegasan tentang anak-anak yang mengalami hambatan dalam bebjar yang

harus diakomodasi secara inklu$f, sesuai rekomendasi Cornmittee on the
Right of the Ciild, Yaitu:
(1) Gender; (2) Disability; (3) Race or xenophoua and racism; (4) Efinic
origin; (5) Sexual orientatjon; (6) Particular castes, Eibes "untoucnability"; (7)
Language; (8) Orildren not registered at birth; (9) Children bom a twin; (10)
Children bom on an unlucky day; (U) Children bom in abnormal condition;
(12) A "one child" or "three drild" policy; (13) Orphans; (14) Working
children; (15) Children subjected to violence; (16) Child beggars; (17)
Children affected by HIV/AIDS; (18) Children of parents with HIV/AIDS; (19)
Young single mothe6; (20) Minonties; (21) Non-nationals (including
Immigrant children, Illegals immigrants, Children of migrant workers;
Refugees/asylum-seekers, Including unaccompanied refugees); (22) Children
afrected by naturdl disasteE; (23) Place of residence ( Dstinction between
different - provinces/territories/state, etc., Rural including rural exodus,
Urban, Children living in slums, Children in remote areas and remote islands,
Displaced children, Horneless children, Abandoned children; (24) Children
place in altemative care ( Ethnic minority children placed in altemative care,
Intitutionalized children, Children living and/or working in the streets); (25)
Children involved in juvenile justice system; (25) Children affected by armed
conflicu (27) Children living in poverty/extreme poverty (Unequal distribution
of national wealth, Social status/social disadventage/social disparities,
Children affected by econornic prcblem/ changes, Ecomonic sEtus of parenE
cousing racial segregation at school, Parental property, ParenB' religion,
Religion-based personal status laws, Non-rnarital children (children bom out
of wedlock), Children of single-parent families, Children in incestuous unions,
Children of marriages between people of different ettlnic/religious goups of
nationa lities)
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4. Konteks Kebijakan

Menyadari bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia (<17

ribu pulau besar dan kecil), yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa dan

memilikj 700 eflik dan bahasa daerah. Maka pemerintah (Depdiknas)

menetapkan pendekatan systEm pendidikan inklusif yang akomodatif dan ramah

bagi semua, dalam kerangka mempercepat gerakan penuntasan wajib belajar

sembilan tahun.

Gerakan Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sudah

dic.nangkan sejak Tanggal 2 Mei Tahun 1994 oleh Presiden Republik Indonesia.

Inti gerakan ini pemerintah memberikan kesempabn seluas-luasnya kepada

s€mua anak bangsa usia sekolah (G15 tahun) memperoleh layanan pendidikan

yang bermutu tanpa diskriminasi. Rasional kebuakan implementasi pendidikan

inklusif sepertl tertuang pEda digram b€rikut:

RASIONAL KEBUAKAN IMPLEMNTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

JALUR DAN ]EI{JAI{G PENDIDIKAN

NON-FORMAL

TA, RA, TK

sira/sxAll/ MA/s x Paket C

IN-FORMALFOR[IAL

PAUD CTA, RA, TK)

SD/SDLB/MI Paket A

SMP/SM PLB/MTs Paket B

Wdar
Dikdas
9 Th.

E2-gE
oe
OE
EEAE
<EI*
NEY:

g
FILOSOFI DAN PRINSIP DASAR PENDIDIKAN IT{KLUSI

(Syddn p€ddiken yeng ldnah, bq*habat dal tid* di*riminatit dsuan
menghilmgkery'm€minimelhir hambatan ddam beld, bdk yang di66bsbtan d€h taclor intdnal

maupun facld €lGltrnd agr pd€osi s*nua arsk bqk€mbang s&ara oplimd)

PT
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Secara eksplisit program penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang tidak

diskriminatif ini, telah dituangkan pada Renstra Depdiknas (2005 - 2009), dengan

prioritas dalam perluasan dan pemeratran akses pendidikan yang diperinci antara

lain sebagai berikut:

. memperluas aks€s pendidikan bagi anak usia dini (0-6 th), baik lakilaki maupun

perempuan.

. meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara

desa dan kota

r Menghapus hambatan biaya (@n barieri melalui pemberian bantuan

operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar

pelaksana program wajib belajar 9 tahun. BOS disalurkan kepada siswa€iswa

sekolah maupun madrasah, baik negeri maupun s^,asta. Besarnya dihitung

berdasarkan biaya per siswa dikallkan dengan jumlah seluruh sis^ra pada

jenjang te6ebut. Depdiknas juga mernberikan bantuan biaya personal, terutama

bagi siswa yang berasaldari keluarga miskin yang tengah menempuh pendidlkan

dasar.

Mendirikan SD-SMP Satu Atap bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang

dan terpencar. Bentuknya adalah menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk

menyelenggarakan pr@ram pendidikan Sl"iP Bagi lulusannya. Untuk mengabsi

kesulitan tenaga pengajar, dapat dilakukan dengan memanfaatkan guru SD

untuk megajar di SMP pada beberapa mata pelaiaran yang relevan. Bisa juga

meningkatkan kompetensi guru SD sehingga mereka dapat mengajar di SMP.

Memperluas aks€s bagi anak usia sekolah 7-15 tahun ke atas, baik laki-laki

maupun perempuan, agar mereka memiliki kesempatan mendapatkan layanan

pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Kebijakan lni

dilakukan dengan menjalin berbagai kerjsama dengan pemangku kepentingan

pendidikan, seperti organisasi keagamaan, organisasi percmpuan, perguruan

tinggl dan lain-lain.
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Crpaian kinerJa pernerataan dan peduasan akses pendidikan sampai tahun 2@7,

tersaji pada table berikut.

lndicetor Kunci Suk3€!
2006

1 Angka Psdi8ipa8i Kear (APK) Psdidikar Anak
U6ia Dfli(PAUo)

33.0$/l 42.Utk 45.63%
l

18.07% 18 3?/,

2 AndG Panisipa6i Muml (AP[,])

StY[,tl/SDL8/P*6i A
91.12% 94.30% 94.48./o

3 APK SMP/MTdSMPLB/PakoI C 81_22/, 85.n/" 88.86% 91.75% e252%

2007

Lapfian Aluntdililas KirBrja D€pdiknas (2m7)

B. Program- Program Pendldlkan Inklusf

Beberapa program suategis implementasi system pendidikan inklusif di Indonesia

antara lain:

1. Program Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif adalah sistem pendidikan formal yang dipersiapkan untuk dapat

mernberikan layanan pendidikan pada semua anak (normal maupun

berkebutuhan khusus) ecara ramah, bersahabat dan tidak diskimina$f, agar

potensinya dapat berkembang secara optimal.

PenyelenggaGan sekolah inklusif di Indonesia telah dirints oleh Balitbang

Depdiknas sejak tahun 1998, diawali dengan mengembangan konsep model

(1998/1999), sedangkan ujicoba dilaksanakan pada 1999/2000 sampai

2003/2004. Kegiatan uji coba ini dilaksanakan pada 7 SD di Kecamatan

Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai

sekolah center dipilih SIA Ngawis, yang lokasinya dekat dengan 7 SD uji coba

tersebut. Mendasarkan pada hasil uji coba tersebut Direktorat Pembinaan

Sekolah Luar Biasa (Dit.PSLB) mengimplementasikan secara nasional, yang

diawali dengan kegiatan penyusunan pedoman penyelenggaraan sekolah inklusif,

sosialisasi kefEda berbagai komponen terkait, dan secara simultan dilakukan

perintisan sekolah inklusifdi berbagai wilayan di Indonesia.

Secara bertahap jumlah sekolah penyelenggaE pendidikan inklusf terus

berkembang. Data akhir 2007 tercatat 796 sekotah (tingkat TK 17 sekotah, SD
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648 sekolah, SMP 75 sekolah dan Sl'lA 56 sekolah) telah menyelenggarakan

pendidikan secara inklusif, yang menampung 15.181 anak berkebutuhan khusus

dari berbagal jenls kecacatan/kekhususan.

Sekolah inklusif yang ramah dan tidak diskriminatif ini akan terus dikembangkan

seiring tunh.itan perkembangan intemasional, dengan tujuan untuk mempercepat

perluasan akses pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan yang pada

gilirannya dapat mempercepat program penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Dalam penyelenggaraan sekolah inklusif pemerintah melibatkan secara aKif

berbagai Perguruan Tinggi (PT) dan para pemangku kepentingan (sbkeholdel),

seperti organisasi profesi, lembaga-lembaga sosial masyarakat, dunia industri,

pemuka masyarakat maupun orang tua anak.

Penyelenggaraan sekolah inklusif mengacu pada prinsip-prinsip fleksibilitas, baik

pada aspek penetapan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, sistem penilaian

maupun sistim penentuan kenaikan kelas maupun penentuan kelulusan dengan

tetap merujuk pada standar pendidikan nasional.

Beberapa program kegiatan yang sudah dan akan terus dikembangkan

p€merinEh dalam implementasi pendidikan inklusif ini adalah:

No, Jenis Program Sasaran Tujuan

1 Sosialisasi implemenhsi

program pendidikan inklusif

Pemegang kebijakan,

stakeholder, kepala

sekolah dan guru, Tingkat

Pusat dan Daerah.

Peningkan pemahaman dan

komitmen brhdap
pendidikan inklusif

2. Pendahan dan monibdng

nasional lembaga

p€nyelenggara pendidikan

inklusif

Sekolah penyelenggara

penditjikan inklusif

Memperoleh data factual

sebaqai bahan kebijakan

pembinaan.

3. Pembeian subsidi rinlisan

sekolah penyelerEgaraan

pendidikan inklusif

Sekolah intisan
pendirikan inklusif

Memperluas daya serap

pendidikan untuk

mempercepat pIogram

penuntasan r'/ajib belajar 9

tahun

4 Pemberian subsidi Sekolah-sekolah Itieningkatkan mutu
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pembinaan sekolah

penrelenggara p€ndirikan

inklusil

p€ny€lenggara padidikan pendirikan pada sekolah

inklusif penyelerEoac pendirikan

inklusif

Sub6idi pengdaan pe[arqkat
pendukung eleamirE

Sekohh-selohh
penyelenggara pendirikan

inklusif

ireningkatkan kualitas

pembelajaran pada sekolah

penyelerEgara pendirikan

inkiusif

Sekolah-sekolah

penyelenggara pendidikan

inklusif

i,lening l€tkan kualitas

pembelajaran pada sekolah

penyelerEgara pendirikan

inklusif

Subsiri pengadaan sarana

prasarana bagi ABK

Subsili pendampingan untuk

peQuruan tnggi

PeEuruan Tinggiyang

memiliki jurunan/pmgram

Pendilikan Nhusus,

Psikologi

Mening katkan kualitas

layanan pada sekolah inklusif

terutarE pada aspek

ldentivikasi dan asesmen,

manaFrnen pembelajaran,

maurun pengembangan

jeiaing kemitraan.

5 Pembentukan kelompok kerja

pendilikan inklusif lirEkat
Nasional, Provinsi maupun di

tingkat Kabupaten/Kota

Terbentuknya bmb4a
independen penga al

pendidikan inklusif

Mengaural dan rnenjamin

program p€ndiJikan inklusif

6 PerEembangan jejadng

kemitraan &rEan LSM

Nasisonal, Egional maupun

lnbmasbnal.

iremperiuas aks€s kemit-aan

untuk mendukung

implemenhsi pendirikan

inklusif yang lebih baik.

7 optimalisasi peran perguruan

tinggidalam
penyebnggaraan sekolah

inklusif.

Membantu @mennhh dalam

memperluas akses pendilikan

inklusil yang bemutu, melalui

program Penelitian, pelatihan

dan advokasi.

Perguruan tinggi negeri

maupun swasta di

lndonesia

8 Penyd€ng$raan keghlan

sayembarailestihl/lomba

bagiguru dan anak€nak di

sekolah inklusif Tingl€t
Kabupateni Kola, Provinsi

mauPun Nasional

ilenirEkatkan molivasi dahm
penyelerEgEao pendidikan

inklusif, baik pada tingkt
Kabupateni Kota, Provinsi

mauPun Nasional

S€mua sekdatr
pg|yelenggara pndililan

inklusif
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2. Program SIiIP Terbuka

Berdasarkan data yang dihimpun DireKorat Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama, lulusan SD/MI yang dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP

reguler baru mencapai 7oor'o. Artinya ada sekotar 300/0 lulusan SO/MI yang

karena faktor kondisi so6ial, ekonomi atau geografis yang tidak menguntungkan,

mereka kehilangan haknya untuk memperoleh pendidilGn dasar 9 tahun. Atas

dasar pertimbangan teB€but pemerintah menyediakan alternatif pendidikan yang

disebut SMP Terbuka.

SMP Terbuka adalah salah satu subsistem pendidikan jalur formal yang

menggunakan prinslp belajar secara mandiri, yaitu belajar dengan bantuan

seminimal mungkin dari orang lain. Pada Str'lP terbuka waktu dan tempat belajar

lebih terbuka dan ffeksibel disesuaikan dengan kondisi siswa.

waktu belajar pada SMP Terbuka blasanya dilakukan pada sore hari, karena pada

umumnya sistol,/a bekerja membantu orang tua pada pagi harinya. Sedangkan

bahan ajamya menggunakan bahan cetak berupa modul yang dibagikan secara

gratis di Tempat Kegiatan Belajar CTKB) dan dibimbing oleh guru pamong serta

guru bina diri sekolah induk.

Ylsl SMP terbuka adalah menjadikan SMP Terbuka yang mandiri dan berkualitas,

agar mutu lulusannnya sama dengan lulusan SMP reguler. Sedangkan mlsl SMP

Terbuka adalah untuk melayani anak-anak yang berusia 13-15 tahun atau

makgmal 18 tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP reguler.

Bagi siswa yang dinyatakan lulus pada SMP Terbuka, diberikan Surat Tanda

Tamat Belajar (STTB) SMP atau surat tanda lulus, yang nilai dan fungsinya sama

dengan lulusan SMP reguler. Sesuai dengan karakteristiknya, penyelenggaEan

SMP Terbuka ini dimaksudkan untuk mempercepat program penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Pada saat ini Indonesia telah berhasil membuka 2.574 SMp Tebuka yang tersebar

di 33 Provinsi. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di SMp Terbuka,

pemerinbh telah menyediakan 26.286 Guru Bina dan 21.G99 Guru pamong, yang

dikonsenfasikan pada 9.999 TKB, yang menampung 327.326 sisua.
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Mengingat bahwa sebagain besar si$ya SMP Terbuka ini mengalami hambatan

dari sisi ekonorni, maka sejak tahun 2004 pemerintah menyediakan subsidi dana

penyelenggaraan baik untuk pengelola maupun untuk siwa, melalui pogram

Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tantangan utama dalam pelaksanaan SMP Terbuka adalah bagaimana

mengajarkan anak-anak dari masyarakat lapis barvah yang jumlahnya orkup

besar dan kondisi sosial ekonominya lemah. Pada sisi lain tantangan muncul

pada dimensi kebijakan, dimana fokus utama SMP Terbuka adalah perluasan

akses, dengan makud agar dapat memberikan kesempatan pada anak-anak

seluas-luasnya, namun juga dituntut agar lulusannya bermutu.

3. Pogram Pendldlkan Satu Atap

Pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir, umumnya belum memiliki SMP

atau SMP yang sudah ada jauh diluar jangkauan lulusan SD setempat, sehingga

lulusan SD yang jumlahnya relatif sedikit tersebut mengalami hambatan unuik

melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP. Atas dasar kondisi tersebut, maka

pemerintah menyediakan layanan pendidikan SD-SMP satu atap.

Pr@ram pendidikan SHMP satu atap adalah Pengembangan Pendidikan Dasar

Terpadu, yaitu mendekatkan SMP ke lokasi konsentsasi anak€nak yang belum

mendapatkan layanan pendidikan SMP. Degan kata lain menyabkan lokasi SMP

pada lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya dan sarana

prasarana yang ada pada SD yang telah ada tersebut.

Sasaran Pogram SD-SMP Satu Atap adalah SD negeri di daerah terpencil,

terpencar dan terisolir yang memenuhi syarat bedasarkan analisa dan verifikasi

Dinas Pendidikan hovinsi atas usulan dari Disdik Kabupaten, serta ditetapkan

oleh Orektur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Tujuan umum

penyelenggaraan SD-SMP satu atap ini adalah untuk memper@pat penuntasan

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta meningkatkan mutu pendidikan

dasar.

Pengelolaan SO-SlvlP satu atap didasarkan pada 3 pnn$p utama, yaitu: (1)

optimalisasi sistem desentralisasi pendidikan; (2) transpacnsi dan akuntalitas
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manajemen; dan (3) optimalisasi pemberdayaan masyarakat. Tantangan

mendasar penyelenggaraan pendidikan SD-SMP sahr atap adalah penyediaan

sarana prasarana belajar dan terbatasnya tenaga pengajar SMP pada SD-SMP

satu atap tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas Depdiknas telah menetapkan

kebijakan sebagai brikut:

Mendirikan SISMP Satu Atap bagi daerah terpencil yang berpenduduk jarang

dan terpencar. Bentuknya adalah menambah ruang belajar SMP di SD untuk

menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. Untuk mengatasi

kesulitan tenaga pengajar, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan guru SD

yang ditugasi mengajar di SMP pada beberapa mata pelajaran yang relevan. Bisa

juga melalui peninglGtkan kompetensi guru SD sehingga mereka dapat mengajar

di SMP (Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2008).

4. program Pendldikan K€setaraan (Paket A dan B dan C)

Pendidikan kesetraan merupakan p€ndidikan non formal yang mencakup

pogram Paket A Setara SD/MI, Paket B Setara SMP/MTS, dan Paket C Setara

SMIy'MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan

fungsional serta pengembangan sikap dan keprjbadian profesional peserta didik.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan dilakukan melalui Etap muka, belajar

mandiri dan praktek keterampilan, abu kombinasi dari metode-metode Ersebut.

Pembelajaran menggunakan pendekatan yang lebih tematik, induktit konstruktif,

kontektual, dan partisipatif andragogis dengan bahan belajar disajikan secara

modular.

Pendidjkan kesetaraan menempati posisi strategis untuk mengatasi paling tidak

Uga tantangan penting, yakni parrrrrrr, membantu program penuntasan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, t6drra, memberikan dorongan dan bantuan

kepada anak-anak lulusan pendidikan dasar yang tidak dapat melanjutkan dan

menarik kembali anak-anak putus sekolah melalui program pendidikan

kesetaraan, da^ kedga, memberikan muatan pendidikan kecakapan hidup

dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia keda.
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Target program kesetaraan sampai tahun 2009, untuk program paket A lebih

kurang menjangkau 850 ribu anak (25%), sedangkan target program paket B

menajngkau 3.2 juta anak (50ryo)

Hasil pendidikan non formal dapat dihaEai setara dengan hasil program

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga

yang ditunjuk oleh pemerintah abu pemerinbh daerah dengan mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan (UU No.20/2003 Ssdiknas Pasal 26 Ayat (6)).

Oleh karena itu, setiap peserta didik yanq lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket

B, dan Paket C mempunyai eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang

ijazah SD/MI, SMP/MTS, DAN SMly'MA, Pengakuan kesetaraan ini berlaku untrk

kepentingan melanjutkan studi maupun dalam memasuki lapangan kerja.

ModeFmodel layanan pendidikan kes€taraan mengusung semboyan fiemberikan

layanan pendidikan untuk menjangkau yang tak terlayani". Sesuai dengan

semboyan tersebut, maka model-model pembelajaran pada pendidikan

kes€taraan bcifat flekibel sesuai dengan karakteristik kondisi lokal dan

kebutuhan peserta didlk. Tempat kegiatan pembelajaran dis€but Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (P(Hvl), atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Penyelenggaraan pernbelajaran menggunakan pronsip jernput bola, agar dapat

menjangkau konsentrasi peserta didik yang secaE geografis terisolir dan

terpencar. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah menyediakan fasilitas

pendukunq pembelajaran bergeral! antara lain, Mobr Pembelajaran, Caravan

Pembelajaran, Kelas Berjalan, Bus Eerjalan, Perahu Kelas, Paratsooper,

Homesdrooling, maupun Sekolah Maya.

5. PendHllan Anak Jalan n

Anak jalanan (wdt(ing stea , yaitu mereka yang terpaksa tinggal dan hidup di

tempat umum oalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) karena factor

penyebab yang kompl€ks. Umumnya mereka berpendidikan rendah (kebanyakan

putus sekolah, serta s€dikit sekali yang lulus SD) dan berasal dari keluarga-

keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak
jelas keluarganya).
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Jumlah tetap anak jalanan sukar diprediksi, karena sangat dipengaruhi oleh iklim

social ekonomi pada wilayah tertentu. Meshpun demikian Pemerintah

memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan bagi anak-anak jalanan ini,

dengan tujuan agar mereka; (a) dapat tumbuh dan berkembang secara wajar;

(2) memperoleh pendidikan sekurang-kurangnya pendidikan dasar 9 tahun; (3)

memiliki keterampilan dan kecakapan hidup sesuai dengan bakat dan potensinya.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui pr@ram Pendidikan

Layanan Khusus (PLK) menyelenggarakan program-program sebagai berikut: (1)

mengadakan survey secara Friodik untuk memperoleh data konkrit anakjalanan

pada setiap periode; (2) memfasilitasi terbentuknya rumah-rumah singgah,

bekerjasama dengan lembagalembaga s'!/adaya masyarakat (LSi4); (3)

menyelenggarakan program pendidikan non-formal "Kejar Paket A, B maupun C,

yang dikonsentrdsikan pada rumah-rumah singgah tersebuu (4)

menyelenggaEkan progran pelatihan kecakapan vokasional, sesuai dengan

bakat, minat dan potensi masinginasing anak; (5) memfasilitasi dan

mengkondisikan kemungkinan pemberian layanan pendidikan dari non formal ke

pendidikan formal.

Karena berbagai fakor anak-anak Tenaga Kerja Indonesia CIXD di luar negeri

sering mengalami hambatan untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sementara UU No. 20 Tahun 2003 tenhng Sisbem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) Pasal 32, secara implisit mengamanatkan bahwa Pemerintah

berkewajiban memberikan pendidikan khusus dan layanan khusus bagi mereka.

Terhadap kenyataan ini Pemerintah telah mengambil langkah konkit perintisan

dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), baik yang dilaksanakan

secara formal non-fomal maupun informal.

Sebagai wujud kesungguhan pemerintah, Presiden Republik Indonesia dan

Perdana Menteri Malaysia telah menandatangani kesepakatan tentang pemberian

layanan pendidikan untuk tenaga keda Indonsia dan keluarganya yang tinggal di

Malaysia. Butir-butir hasil kesepakatan tersebut, diantaranya didirikannya pusat

pembelajaran non-formal yang difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
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?UMANA". Untuk kelancaran pembelajaran Depdiknas mengirimkan guru untuk

anak-anak Tenaga l(eda Indonesia di Malaysia tersebut. Khusus untuk Negara

Bagian Sabah Malaysia yang memiliki 1130 anak TKI, Depdiknas mengirim 58

guru untuk 9 wilayah.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga tengah menjajaki kemungkinan membuka

kelas program pendidikan kesetaraan di 12 Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Kebijakan ini didasari pada kenyataan bahwa begaian besar dari 2.7 juta TKI

hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Sementara t ndang-Undang Nomor 39

Tahun 2005 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, mengamanatkan agar

TKI memilikitingkat pendidikan minimal SMP/ltlTs atau pendidikan setara.

Dlrektorat Jenderal Pendidikan Non-Formal dan Informal, juga telah menjalin

kerjasama dengan Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Keda Luar Negeri,

berupa pemberian Program Paket B kepada TKI. Pelaksanaan prcgram Paket B

ini diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (B[KLN). Materi

pembelajaran tidak hanya disampaikan dalam bentuk tatap muka di ruang kelas,

tetapijuga disampaikan dalam bentuk kegiatan belajar tutorial mandiri.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga telah membentuk lumbunglumbung

belajar. Lumbung Belajar adalah tempat yang difungsikan sebagai gudang ilmu,

yang dilengkapl fasilitas perpustakaan dan kelas untuk pembelajaran keseEraan.

Misalnya, Lumbung Belajar di perbatasan Indonesia-Malaysia terdapat di

Entikong, Kabupaten Sangau Kalimantan Tlmur, dan Nunukan Kabupaten

Nunukan Kalimantan nmur, dan Hongkong.

Pengembangan pendidikan kesetaraan juga telah diselenggankan di Singapura,

Taiwan, Jepang dan Korea.

Direktorat Pendidikan Kesetaraan juga telah rnenyelenggarakan program

pembelajaran terhadap koban taficking (penjualan temga kerja perempuan)

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), adalah s€kolah Indonesia yang berada di

luar negeri untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang

mengikuti orang tuanya bekerja di luar negeri. Pada saat ini Indonesia baru

memiliki 14 SILN, yang tersebar di Asia, Eropa dan Afrika, diantaranya di Kuala

Lumpur (Malaysia), Bangkok Clhailand), Davao (Fitipina), Tokyo oepang),
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Yangoon (Myanmar), Jeddah dan Riyadh (Arab Saudi ), l(airo (Mesir), Denhaag

(Belanda), Damaskus (Siria), Moskow (Rusia), Beograd (Yugoslavia) dan

wass€nar(Belanda).

Jumlah seluruh anak yang bersekolah di 14 SILN tersebut sebanyak 2207 siswa,

terdiri atas 129 $swa TK, 1282 sisr a SD, rl43 siswa SMP, 357 siswa SMA.

DeparEmen Pendidikan tl,asional (Depdiknas) dan Departemen Luar Negeri

(Deplu) sepakat mernpersiapkan SILJ'l menjadi sekolah bertardf intemasionl,

namun untuk mendirikan sekolah semacam ini tidak mudah dalam memperoleh

izin dari pemerintah setempaL Selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya

jumlah sis:wa sebarannya yang cukup Erpencar.

Dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan SILN, DireKorat Pembinaan

Sekolah Luar Biasa (PSLB), pada tahun anggaran 2007 telah membenkan subsidi

opeEEional pemnfaatan eleaming, sedangkan pada tahun 2008 diberikan

subsidi pengadaan fasilitas penunjang program pembelajaEn berbasis e-leami4g

dan digibl library pada 14 SILN.

Disamping itu, Dlrektorat PSIB juga telah memberikan Program Latihan

kecakapan hidup ( vcational training) pada beb€rapa SILN. Bagi siswa yang telah

berhasil memiliki kecakapan vokasional tertentu diberikan sertifikat oleh

organisasi profesi yang terkail Program ini dimaksudkan unhik memberikan

bekal kecakapan hidup tambahan, agar nantinya mereka dapat mernperoleh

pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, baik di dalam

negeri maupun di Iuar negeri.
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7. Pendanaan BOS

Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 tahun diukur dengan

Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2m5 ApK Ungkat SItp sebesar

85.22% dan pada akhir 2006 telah mencapai 88.68%. pemerintah telah

menetapkan target penuntasan $rajib belajar 9 tahun sebesar 95% dapat dicapai

pada tahun 2009. Artinya pada saat ini masih teBisa 1.S juta anak usia 13-15

tahun masih belum mendapatkan layanan pendtdikan dasar 9 tahun. Residu 1.5

juta anak yang b€lum yang belum terlayni hak pendidikannya tersebut sebagian

besar krena pengaruh ekonomi, kondisi geografis dan rendahnya kesadaran



orang tua. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka ProgEm Bantun Operasional

Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak

mampu dan meringankan bagi sis{a yang lain, agar mereka memperoleh

layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka

penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri

maupun siwasta di seluruh propinsi di Indonesia. Mulai tahun pelajaran

200712008, SMP Teduka (reguler dan mandiri) dan madrasah diniyah formal

yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun termasuh dalam sasaran

BOS.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes dihitung

berdasarkan jumlah sislrra dengan ketentuan: (1) SD/MVSDLB/Salafiyah/Sekolah

agama non islam setara SD sebesar Rp 254.000,- per€iswa, per-Ehun; (2)

SMP/tfis/SMPt3/St'lPl/Salafiyah/Sekolah agama non islam setara SMP sebesar

Rp 354.000,- per-siswa, per-tahun.

Agar sasaran BOS benar-benar menunjang program penuntasan wajar

pendidikan dasar 9 tahun, maka bagi sekolah-sekolah penerima Bos dikenakan

ketenu.ian, (1) apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa

miskin, maka sekolah tecebut diwajlbkan membebaskan segala jenis

pungutan/sumbangan/iuran seluruh sis:wa miskin; (2) bagi

sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskln, maka dana BOS

digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mngurangi

pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang hJa sisiwa, minimum

senilai dana BOS yang diterima sekolah/madrasah/ponpes.

BOS disalurkan kepada sisvra{isiwa sekolah maupun madrasah, baik negeri

maupun swasta. Besamya BOS dihitung berdasarkan biaya persiswa dikalikan

dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Depdiknas juga memberikan

bantuan biaya personal, terutama bagi sisrra yang berasal dari keluarga miskin

yang Engah menempuh pendidikan dasar.
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C. Tantangan Masa Datang

Pemerintah Indonesia sangat menghargai kebhinekaan dan keberagaman, kondisi

Indonesia yang multi etnis, multi bahasa dan terfragmentasi sec.E geografis dan

geologis dipandang sebagai tantangan sekaligus kekuatan untuk membangun

bangsa. S€suai dengan kondisi tersebut, sysEm pendidikan inklusif dipergunakan

pedoman operasional yang diharaplGn dapat mengakomodasi semua kebutuhan

peserta didik tanpa diskiminatif, demokratis sesuai dengan karakteristilg potensi

dan kebutuhannya.

Komitrnen terhadap implementasi sistem pendidikan yang inklusif ini, teduang pada

pmgram-program kegiatan Depdiknas yang sdang dan akan terus dikernbangkan,

yaitu:

Meningkatkan p€merataan dan peduasan akses pendklikn pada semua jalur,

jenis, dan jenjang pendidil€n bagi semua warga Negara secara adil, tidak

diskiminatif, dan demokraus tanpa membedakan ternpat tinggal, status

social€konomi, Jenls kelamin, agama, kelornpok etnis, dan k€lainan fisilf

emosi, mental serta intelektual.

Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun secara

efisien, bemutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi

pengembangan kualitas manusia Indonesia.

Memperluas akses pendidikan nonformal bagi penduduk laki-laki maupun

perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus

sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin

meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan.

Memberikan perhatian khusus kepada s€rnua pe6erta didik yang mengalami

hambatan dalam belajar, baik yang disebabkan oleh factor-faktor intemal

maupun oleh factor-faktor ekstemal.
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